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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari sequmpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
MaRa nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangRat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ifmu
beberapa derajat
QS : Al-Mujadilah 11)

Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan
bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-
warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampat
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil
nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir,
berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi
satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Papa dan Mama tercinta, yang tiada pernah hentinya
selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasth sayang serta pengorbanan yang
tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. dalam setiap
langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum
semua itu kuraih, insya’allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa
penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan juga ungkapan terimakasihku kepada: Istriku,
Anakku, serta Kakak-kakakku.



ANALISIS PENGATURAN HAK-HAK DPR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
(Studi Terhadap Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat Dalam
Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat setelah dilakukannya amandemen UUD
1945; serta pengaturan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sesuai dengan sistem
pemerintahan pasca amandemen UUD 1945. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Reformasi ketatanegaraan melalui
perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
membawa implikasi yang luas penyelenggaraan Pemeritahan terutama terhadap
lembaga-lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI). Salah satunya adalah penguatan pada ketiga fungsi DPR
yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN); serta (2) Hak-hak anggota sebagai anggota parlemen
ditegaskan dalam Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “setiap anggota
DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat,
serta hak imunitas”. Adapun hak kelembagaan DPR dimiliki untuk menjalankan
ketiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Pasal 20 A
ayat (1) mengatur: dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar, DPR mempunyai hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat”. Penguatan DPR tercermin dalam
penguatan ketiga fungsi pokok DPR, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran.

Kata Kunci: Pengaturan, Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan
Pendapat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan
termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. Perubahan  dimaksud  bertujuan  mewujudkan  lembaga
permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat lembaga tersebut, pada
dasarnya sudah membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga
permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan
tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat
beberapa hal yang dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi muatan baru yang
telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2009 tersebut.*

! Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjelasan Umum, him. 216



Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan,
seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang membatalkan beberapa ketentuan yang
mereduksi kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang.
Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35
/PUU-X1/2013 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 yang mengurangi kewenangan DPR dalam pembahasan APBN.?

Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja
masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi
prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta
sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap
fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi

masyarakat.®

2 |bid, him. 216-217
% Ibid, him. 217



Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga
perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang
ini memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang,
dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan
undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi
sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan
Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik sekretariat
jenderal maupun Badan Keahlian DPR.*

Dalam kaitan dengan reformasi, tuntutan masyarakat luas terhadap
DPR adalah menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dengan memperkuat
peranannya untuk selalu memihak pada kepentingan rakyat. Ini berarti, bahwa
DPR harus melaksanakan semua tugas dan fungsi konstitusionalnya secara
optimal. Dengan demikian, tuntutan reformasi saat ini yang dipelopori oleh
mahasiswa membawa implikasi pada sebuah keharusan untuk menerobos
berbagai dilema dan kendala peranan DPR yang berdimensi publik. Oleh
karena itu, DPR harus berupaya untuk mengeliminasi kendala-kendala yang
melingkunginya.’

Saat ini, Dewan yang mengemban amanat Reformasi sebagai hasil
pemilu tahun 1999, yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai Pemilu paling
demokratis dalam tiga dasawarsa terakhir, telah menjalankan kedudukan,

tugas dan wewenang yang dimilikinya. Reformasi yang bercita-cita untuk

4 -
Ibid
% Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1999-2004, Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, him. 2



membentuk Negara Indonesia yang kuat, yaitu Negara Indonesia yang
akuntabel, legitim, dan tidak otoriter, serta akses kearah berkembangnya civil
society berjalan lancar. Sosok Indonesia yang terbayangkan adalah Indonesia
yang demokratis, multikultural, kosmopolitis, yang berkeadilan social maupun
politik. Negara semacam ini tentunya tidak bisa dihasilkan dalam waktu
singkat, tetapi melalui proses yang panjang.®

Dalam kaitan pencapaian cita-cita itu, telah dimulai dengan melakukan
reposisi dan reaktualisasi lembaga-lembaga Negara. Satu catatan penting
dalam sejarah ketatanegaraan kita adalah adanya penataan kembali tugas dan
fungsi lembaga-lembaga Negara, termasuk lahirnya Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), yang berperan untuk turut memberikan masukan dan turut
terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang menyangkut
pengembangan potensi daerah. Demikian pula dengan Pemilihan
Presiden/Wakil Presiden secara langsung, merupakan contoh utama yang
mempunyai potensi besar bagi lahirnya sebuah suasana Indonesia Baru yang
demokratis dan bersikap terbuka terhadap berbagai perkembangan yang
datang dari berbagai penjuru. Khusus mengenai kehadiran DPD sebagai salah
satu lembaga Negara yang akan hadir sebagai hasil Pemilu 2004, kiranya perlu
diatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara hubungan kerja antara
DPR dan DPD menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-

masing.’

® Ibid
" Ibid, him. 3



Perubahan itu, dilakukan juga terhadap DPR yang mengalami
transformasi ke arah penguatan yang sangat berarti dalam hubungan antar
lembaga Negara. Begitu kuatnya kecenderungan transformasi perberdayaan
peranan politik DPR dalam sistem Kketatanegaraan saat ini, sehingga
menimbulkan kesan seolah-olah telah terjadi pergeseran kekuasaan dari
eksekutif kepada legislatif (legislative heavy).

Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, karena kondisi ketatanegaraan
kita secara struktural berubah kearah hubungan yang lebih fungsional sesuai
dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Arah perubahan ini
perlu dipertahankan, karena potensi berbaliknya arah dominasi kenegaraan
pada salah satu pihak menjadi kurang kondusif bagi proses pembentukan
kehidupan politik yang bersifat check and balances, sebagai upaya untuk
memenuhi kaidah akuntabilitas publik bagi sebuah Negara demokrasi yang
ingin mengembangkan good and clean government. Kuatnya kedudukan,
tugas dan wewenang DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam struktur
kenegaraan, tidak terlepas dari kuatnya iklim kebebasan politik yang
berkembang secara luas dimasa reformasi.

Perubahan peranan dan fungsi Dewan itu, di lakukan melalui
serangkaian Amandemen terhadap UUD 1945. Dalam kaitan kewenangan di
bidang legislasi, sesuai dengan semangat reformasi terjadi pergeseran
pemegang hak membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR.
Presiden hanya memiliki atau mempunyai hak mengajukan RUU sama seperti

anggota-anggota DPR, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1)



UUD 1945. Sedangkan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
berada di tangan DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Amandemen
UUD 1945. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran ini adalah bahwa DPR
harus pro-aktif dalam proses pembentukan undang-undang, tidak seperti DPR
pada masa Orde Baru. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain melalui
penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh Anggota maupun melalui komisi
atau gabungan komisi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas undang-
undang yang dihasilkan.®

Perubahan vyang terjadi terhadap kewenangan DPR dibidang
pengawasan adalah pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif Presiden
yang sebelumnya tidak melibatkan DPR, sekarang harus dikonsultasikan
terlebih dahulu atau mendapat persetujuan/pertimbangan DPR. Perubahan
tersebut adalah (a) terhadap Pasal 13 ayat (1), dalam hal mengangkat duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Pasal
13 ayat (2), dalam hal Presiden menerima penempatan duta Negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan (c)
Pasal 13 ayat (3) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan
dibidang pengawasan ini diperkuat dengan penerapan hak soe-poena, yaitu
hak memanggil seseorang yang disertai dengan ancaman pidana bagi pejabat

yang tidak memenuhi pemanggilan tersebut berdasarkan Undang-Undang

8 Ibid, him. 3-4



Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD
dan DPD.

Pergeseran dan peningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR tersebut,
secara langsung meningkatkan beban dan tanggung jawab Kita, yang sekaligus
menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem ketatanegaraan menjadi
semakin signifikan dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini
dilakukan oleh DPR dengan memberikan keluasan kesempatan kepada
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung ataupun
melalui surat, dalam bentuk surat-surat pengaduan yang jumlahnya terus
meningkat.’

Dalam upaya melakukan pemberdayaan DPR ini, sebagai konsekuensi
atas Amandemen UUD 1945 yang telah disebutkan tadi, DPR telah melakukan
berbagai perubahan internal melalui perubahan terhadap peraturan tata tertib
DPR RI, terutama yang berkaitan dengan prosedur pembahasan rancangan
undang-undang, dan tata cara pelaksanaan hak-hak DPR lainnya, disamping
mendorong para Anggota DPR untuk menggunakan hak inisiatifnya
mengusulkan sebuah rancangan undang-undang.

Hasil dari berbagai masam perubahan itu, terlihat dari potret kinerja
DPR selama lima tahun dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Meskipun
tidak dapat dipungkiri masih banyak kalangan masyarakat yang masih kecewa
dengan kinerja DPR yang dinilai belum optimal. Mereka tidak hanya

mengharapkan agar kinerja Dewan terus meningkat, tetapi juga mengharapkan

® Ibid, him. 4



perbaikan citra Dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Salah satu kritik
adalah yang berkaitan dengan persoalan kehadiran anggota secara fisik dalam
rapat-rapat. Persoalan ini dimasa mendatang diharapkan akan berkurang
mengingat Undang-undang tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPRD dan DPD, kembali mengatur tentang recall bagi anggota, termasuk
akan dibentuknya Dewan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan yang
permanen.®

Kinerja Dewan dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan,
memperlihatkan bahwa DPR telah berusaha sedemikian rupa untuk
menggunakan berbagai hak yang dimilikinya yang tercermin antara lain
digunakannya hak bertanya, hak meminta keterangan, bahkan hak
penyelidikan melalui pembentukan berbagai Pansus dan Panja. Hak-hak ini
dipergunakan berkaitan dengan berbagai persoalan strategis bagi kehidupan
kebangsaan serta mempunyai pengaruh besar dalam upaya demokratisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
guna penyusunan tesis tentang pengaturan hak-hak DPR dengan mengambil
judul “Analisis Pengaturan Hak-Hak DPR dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 (Studi terhadap Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan

Pendapat Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945).”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas,

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

9 1bid, him. 5



1. Bagaimana komparasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 vyang saat ini
menggantikannya?

2. Apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang hak
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat?

3. Apakah pengaturan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sesuai dengan

sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji komparasi antara Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
yang saat ini menggantikannya

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
mengatur tentang hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat setelah dilakukannya amandemen UUD 1945.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hak interpelasi, hak angket
dan hak menyatakan pendapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 sesuai dengan sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945.

D. Kerangka Pemikiran Teoritik
1. Teori Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari “constituer” (bahasa Perancis) yang

berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah



10

pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.™
Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah
yang dalam bahasa Belandanya “Grondwet”. Perkataan ‘“wet”
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan “grond”
berarti tanah/dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai
bahasa nasional, dipakai istilah “Constitution” yang dalam bahasa
Indonesia disebut konstitusi.*> Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat
berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada
juga yan gmenyamakan dengan pengertian Undang-undang Dasar. Bagi
para sarjana ilmu politik istilah “Constitution” merupakan sesuatu yang
lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana
sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua

kata, yaitu ‘cume’ dan ‘statuere’. Cume adalah sebuah preposisi

yang berarti "bersama dengan...", sedangkan statuere berasal dari
kata "sta” yang membentuk kata kerja pokok "stare" yang berarti
berdiri. Atas dasar itu, kata "statuere™ mempunyai arti "membuat
sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan
demikian "constitutio” (bentuk tunggal) berarti menetapkan

sesuatu secara bersama-sama dan "costitusiones” (bentuk jamak)
berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.*®

' Wirjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat,
Jakarta, him. 10.

12.Sri Soemantri M., 1993, “Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945” dalam Sri
Soemantri dan Bintan R. Saragih (Penyunting), Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan
Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, him. 29.

3 Koerniatmarto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya”, Pro
Justitia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, him. 28-29.



11

Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan grondwet
(Undang-Undang Dasar) di atas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan
secara jelas di antara keduanya, kalau grondwet (Undang-Undang Dasar)
adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution
(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.
Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi
sama dengan Undang-Undang Dasar.** Penyamaan arti dari keduanya ini
sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara
dunia termasuk di Indonesia.

Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-undang
Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector
Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan Undang-undang Dasar itu
sebagai "Instrument of Government", yaitu Undang-Undang Dasar dibuat
sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari
pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Sebaliknya perlu dicatat
bahwa dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. Van Apeldoorn)
diadakan pembedaan antara pengertian Undang-Undang Dasar dengan
konstitusi.

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya "Constitutional Law",
Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-

tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan

him. L.

14 Sri Soemantri M., 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung,
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pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.'® Jadi pada pokoknya
dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang
Dasar.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan
menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang
Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga
kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat
kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-
Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu
negara.

Berikut ini penulis paparkan beberapa ahli hukum yang
mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan
pengertian Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham
yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar
antara lain Herman Heller dari F. Lassalle. Herman Heller membagi
pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:*°

a. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.

Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam

masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung
pengertian politis dan sosiologis.

> Wade and Philips, G. Godfrey, 1965, Constitutional Law; An Outline of the Law and
Practice of the Constitution, including Central and Local Government, the Citizen and State and
Administrative Law, Seventh ed. By E.C.S. Wade and A.W. Bradley, Longmans, London

® Moh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Pusat Studi HTN, Fak Hukum Ul Jakarta, him. 65.
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b. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan
suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi
mengandung Pengertian Yuridis.

c. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam
suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang
berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa
jika pengertian Undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian
konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru merupakan
sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Di
samping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung
pengertian logis dan politis.

F. Lassalle dalam bukunya "Uber Verfassungswesen", membagi
konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:*’

a. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische
begrip). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang
nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat Jadi
konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-
kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara.
Kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, Kkabinet,
pressure groups, partai politik dan lain-lain; itulah yang
sesungguhnya konstitusi.

b. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu
naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi
pemerintahan.

Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata Lassalle menganut

paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih

luas dari sekedar Undang-Undang Dasar. Namun dalam pengertian

yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang

Y7 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1991, Asas-asas Hukum Tata Negara,
Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 73.
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menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Kelihatannya para
penyusun UUD 1945 menganut pemikiran sosiologis di atas, sebab dalam
Penjelasan UUD 1945 dikatakan: "Undang-undang dasar suatu negara
ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang
dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang
Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara,
meskipun tidak tertulis".

Adapun penganut paham modem yang tegas-tegas menyamakan
pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, antara lain C.F.
Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip CT
Strong dalam bukunya: "Modern Political Constitutions” menyatakan
konstitusi adalah: "A frame of political society, organized through and by
law, that is to say on in Which law has established permanent institutions
With recognized functions and definite rights".*®

Dari definisi di atas, pengertian konstitusi dapat disederhanakan
rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui
hukum, dalam hal mana hukum menetapkan: (1) Pengaturan mengenai
pendirian lembaga-lembaga yang permanen; (2) Fungsi dari alat-alat
kelengkapan; (3) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian C.F.
Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai

berikut "Constitution is a collection of principles according to Which the

him. 11.

18 C.F. Strong, 1963, Modern Political Constitution, Sidgwick and Jackson Ltd., London,
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power of the government, the rights of the governed, and the relations
between the two are adjusted”. Artinya konstitusi juga dapat dikatakan
sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan: (1) Kekuasaan
pemerintahan (dalam arti luas); (2) Hak-hak dari yang diperintah; (3)
Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di
dalamnya masalah hak asasi manusia).

Sri Soemantri menilai bahwa pengertian tentang konstitusi yang
diberikan oleh C.F. Strong lebih luas dari pendapat James Bryce.
Walaupun dalam pengertian yang dikemukakan James Bryce itu
merupakan konstitusi dalam kerangka masyarakat politik (negara) yang
diatur oleh hukum. Akan tetapi dalam konstitusi itu hanya terdapat
pengaturan mengenai alat-alat kelengkapan negara yang dilengkapi dengan
fungsi dan hak-haknya. Dalam batasan Strong, apa yang dikemukakan
James Bryce itu termasuk dalam kekuasaan pemerintahan semata,
sedangkan menurut pendapat Strong, konstitusi tidak hanya mengatur
tentang hak-hak yang diperintah atau hak-hak warga negara.

Dua pakar yang lain, Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro, dalam
bukunya yang berjudul "American Constitutional Law" mengatakan bahwa
konstitusi Amerika Serikat mengatur tiga masalah pokok, yaitu:*® (1) The
framework or structure of government; (2). The power of the government;
(3) It restrains the exercise of these power by governmental officials in

order that certain individual right can be poreserved. Apa yang

him. 30.

9 |ihat dalam Sri Soemantri M. dan Bintan Saragih (editor), Ketatanegaraan..., Op. Cit.,
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dikemukakan oleh Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro ini mempunyai
persamaan dengan pendapat Strong tentang batasan konstitusi.

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai: "Keseluruhan sistem
ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan

yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu

negara”.”® Peraturan disini merupakan gabungan antara Kketentuan-

ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat
hukum (non legal).

Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam
dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare dalam
bukunya "Modern Constitutions":

Pertama, dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan
dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang
mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan
tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan di dalamnya terdapat
campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (legal) maupun
yang bukan peraturan hukum (non legal atau extra legal). Kedua,
pengertian dalam arti sempit, yakni sekumpulan peraturan yang
legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat
dalam "suatu dokumen' atau "beberapa dokumen" yang terkait satu
sama lain.?

Secara sederhana, konstitusi menurut Soetandyo W.,** dapatlah
didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun
secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-
pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan,
termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan
lembaga-lembaga itu. Dalam arti yang lebih sempit, konstitusi
bahkan "cuma" diartikan sebagai dokumen yang memuat
ketentuan-ketentuan hukum tersebut di muka ini. Dalam praktik
ketatanegaraan dan polemik-polemik hukum tata negara, perhatian

20 K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford University Press, London, him. 1.
21 H
Ibid.
22 Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, him. 403.
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orang acapkali hanya tertuju secara terbatas pada ihwal konstitusi
itu saja, per se, baik dalam makna substantifnya sebagai ketentuan-
ketentuan hukum maupun dalam makna formilnya sebagai
rumusan-rumusan perundang-undangan, sebagaimana termuat dan
terbaca (sebagai pasal-pasal) dalam dokumen Undang-Undang
Dasar, dan kurang mengajukan lebih dalam lagi. Sebenarnya
konstitusi itu hanyalah raga atau wadah saja, dan bukanlah jiwa
atau semangat nya. Untuk memahami makna konstitusi secara utuh
dan menyeluruh, orang haruslah mau membongkar dan menelaah
seluruh isi black box, dan tidak cukup kalau cuma menangkap
cuatan-cuatan indikatifnya yang nampak di permukaan saja.

Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian

konstitusi di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi

meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar

merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat

dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut, yaitu:

a.

C.

Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan
kekuasaan kepada para penguasa.

Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya
dari suatu sistem politik.

Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.

d. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Lembaga Perwakilan

Hubungan antara seorang wakil dengan yang diwakilinya dapat

dilihat dalam teori-teori seperti:*®

a. Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lenbaga perwakilan karena

mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini

2 1bid, him. 20
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dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Dalam mengikuti

perkembangan zaman, maka teori ini pun menyesuaikan dengan

kebutuhan zaman. Teori mandat ini lahir dan berproses sebagai

berikut:

1)

2)

Mandat Imperatif

Menurut teori ini, bahwa seorang wakil yang bertindak di
lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (instruksi) yang
diberikan oleh yang diwakilinya.

Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah,
sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah/persoalan baru yang
tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus
mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian
berarti akan menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya
lahir teori mandat baru yang disebut mandat bebas.

Mandat Bebas

Ajaran ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak
tanpa tergantung akan perintah (instruksi) dari yang diwakilinya.
Menurut teori ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang
terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari
masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan
dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.

Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Prancis dan
Block Stone di Inggris. Selanjutnya ajaran ini berkembang lagi

menjadi Teori Mandat Representative.
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3) Mandat Representative

Teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap
bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang di wakili
memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan,
sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan
pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawabannya. Yang
bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan kepada
rakyat pemilihnya.

b. Teori Organ

Ajaran ini lahir di Prancis sebagai rasa ketidakpuasan terhadap
ajaran teori Mandat. Para sarjana mencari dan membuat ajaran/teori
baru dalam hal hubungan antara seorang wakil dengan yang
diwakilinya. Ajaran Von Gierke (Jerman) tentang teori organ
mengatakan negara merupakan satu organisme yang mempunyai alat-
alat perlengkapannya seperti, eksekutif, parlemen dan rakyat, yang
semuanya itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri namun antara satu
dengan lainnya saling berkepentingan.

Dengan demikian maka setelah rakyat memilih lembaga
perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan
tersebut dan lembaga ini bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Teori ini mendapat dukungan dari Paul Laband dan G. Jellinck.

Laband mengemukakan bahwa hubungan antara sang wakil dan yang
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diwakilinya tidak perlu dipersoalkan dari segi hukum. Bahwasanya
rakyat dan parlemen adalah organ yang sumbernya adalah undang-
undang dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Jadi
tidak perlu dilihat hubungan antara organ perwakilan dan organ rakyat.
Rakyat mempunyai hubungan yuridis dengan parlemen yaitu memilih
dan membentuk organ parlemen (perwakilan). Setelah organ parlemen
terbentuk maka rakyat tidak perlu lagi turut campur dan selanjutnya
organ tersebut bebas bertindak sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan Jellinck menyatakan bahwa rakyat adalah organ
yang primer (utama), namun demikian organ ini tidak dapat
menyatakan kehendaknya tanpa melalui organ sekunder yakni
parlemen. Jadi tidak perlu dipersoalkan hubungan antara sang wakil

dengan yang diwakilinya dari segi hukum.

. Teori Sosiologi

Ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan
merupakan bangunan politis, akan tetapi merupakan bangunan
masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang
dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan yang akan
bersungguh-sungguh membela kepentingan para pemilih. Sehingga
lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-golongan
dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Artinya
bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang

ada. teori ini dipelopori oleh Rieker.
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d. Teori Hukum Obyektif

Leon Duguit mengatakan bahwa hubungan antara rakyat dan
parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat
melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama
rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas
kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya
dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian ada
pembagian kerja antara rakyat dan parlemen. Keinginan untuk
berkelompok yang disebut solidaritas adalah merupakan dasar daripada
hukum obyektif yang timbul. Hukum obyektif inilah yang membentuk
lembaga perwakilan yang menjadi satu bangunan hukum dan bukan
hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga
perwakilan tersebut, akibatnya:

1) Rakyat atau kelompok sebagai yang diwakili harus ikut serta dalam
pembentukan lembaga perwakilan dan cara yang terbaik adalah
melalui pemilihan umum yang menjamin terlaksananya “solidaritas
sosial” untuk memungkinkan rakyat atau kelompok sebanyak
mungkin ikut menentukan.

2) Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih semata-mata
didasarkan pada hukum obyektif, sehingga tidak ada persoalan
hak-hak dari masing-masing kelompok tersebut. Dengan demikian
masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
hasrat/keinginan mereka untuk berkelompok dalam negara atas

dasar solidaritas sosial.
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3) Dalam menjalankan tugasnya sang wakil harus menyesuaikan
tindakannya dengan kehendak pemilihnya, bukan disebabkan
karena ada hubungan mandat, akan tetapi karena adanya hukum
obyektif yang dilandasi pada solidaritas sosial yang mengikatnya.
Sehingga meskipun tidak ada sangsinya, tidak mungkin alat-alat
perlengkapan negara tertinggi tidak akan melaksanakan tugas dan
fungsi.

Selain teori perwakilan yang diuraikan di atas, maka ada juga
pendapat dari para sarjana yang lain dalam rangka pembahasan tentang
hubungan antara seorang wakil dengan yang diwakilinya, seperti yang
dikemukakan oleh Gilbert Abcarian dan Prof. Dr. A. Hoogerver.

Menurut Gilbert Abcarian ada 4 tipe mengenai hubungan antara
sang wakil dengan yang diwakilinya yaitu:*
a. Sang wakil bertindak sebagai wali (truste)

Dalam hal ini sang wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak

berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan

yang diwakilinya.
b. Sang wakil bertindak sebagai utusan (delegate)

Maksudnya ialah bahwa sang wakil bertindak sebagai utusan atau duta

dari yang diwakilinya, artinya sang wakil senantiasa selalu mengikuti

perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam

melaksanakan tugasnya.

2 1bid, him. 23
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c. Sang wakil bertindak sebagai “politico”

Artinya bahwa sang wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak
sebagai wali (truste), dan ada kalanya dapat juga bertindak sebagai
utusan (delegate). Tugasnya ini tergantung pada materi (issue) yang
akan dibicarakan.

d. Sang wakil bertindak sebagai “partisan”

Dalam hal ini sang wakil bertindak sesuai dengan kehendak atau
program dari organisasi (partai) sang wakil. Setelah sang wakil dipilih
oleh pemilihnya atau yang diwakilinya, maka lepaslah hubungannya
dengan pemilih tersebut selanjutnya mulailah hubungannya dengan
organisasi (partai) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.
Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwer terdapat lima modal atau tipe
hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya, yakni:*

a. Model utusan (delegate), di sini sang wakil bertindak sebagai yang
diperintah atau kuasa usaha yang menjalankan perintah dari yang
diwakilinya.

b. Model wali (truste), di sini sang wakil bertindak sebagai orang yang
diberi kuasa atau orang yang memperoleh kuasa penuh dari yang
diwakilinya. Jadi dia dapat bertindak berdasarkan pendiriannya sendiri.

c. Model politicos, di sini sang wakil kadang-kadang bertindak sebagai
delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh.

d. Model kesatuan, di sini anggota parlemen dilihat sebagai wakil seluruh

rakyat.

2 bid, him. 23-24
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e. Model penggolongan (diversifikasi), di sini anggota parlemen dilihat
sebagai wakil kelompok teritorial, kelompok sosial atau kelompok

politik tertentu.

3. Sistem Pemerintahan
Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi
kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat
hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem
pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan
sistem pemisahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga macam sistem
pemerintahan, yaitu:?°
a. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial
b. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
c. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum.
Kalau sistem-sistem tersebut di atas kita hubungan dengan
demokrasi modern, kita akan mendapatkan tipe daripada demokrasi
modern itu sebagai berikut:?’

a. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang
representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas
atau sistem presidensial

b. Demokrasi atau pemisahan perwakilan rakyat yang
representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan tetapi di
antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama
antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan
yang bersifat timbal balik, dapat saling memengaruhi atau
sistem parlementer

c. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang
representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan

% Ni’matul Huda, 2014, llmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, him. 252
% Soehino, 1986, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, him. 241
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kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem
referendum atau sistem badan pekerja.

Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut di atas ialah
bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut kita dapatkan adanya
badan perwakilan rakyat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat
serta fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya.
a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan
sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial.
Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif di
sini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu
badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas ekskeutif itu tidak
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan
rakyat ini menurut ide trias politika Montesgieu memegang kekuasaan
legislatif, jadi bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan
hukum. Dengan demikian, sebagai juga halnya dengan anggota-
anggota badan perwakilan rakyat, pimpinan daripada badan ekskeutif
ini  diserahkan  kepada seseorang yang di dalam hal
pertanggungjawabannya sifatnya sama dengan badan perwakilan
rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, jadi tidak
usah melalui badan perwakilan rakyat. Jadi kedudukan badan eksekutif
adalah bebas dari badan perwakilan rakyat.?®  Presiden

menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan di

2 1bid, him. 249
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dalam menjalankan kekuasaannya presiden dibantu oleh menteri-
menteri yang merupakan pembantu presiden. Oleh karena itu, menteri-
menteri itu harus bertanggung jawab kepada presiden, menteri-menteri
tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan. Badan perwakilan
tidak dapat memberhentikan presiden atau seseorang atau beberapa
orang menteri, meskipun badan perwakilan tidak menyetujui
kebijaksanaan daripada para menteri tersebut. Jadi, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan presiden kepada menteri-
menteri adalah presiden sendiri.

Jadi ada benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-
undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata dikemudian
hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan badan legislatif, maka
badan yudikatif yang akan memutuskannya.

Secara umum sistem pemerintahan presidensial memiliki tiga
macam kelebihan:*°

Pertama, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa
jabatan presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan
parlementer dimana posisi eksekutif sangat tergantung pada
dukungan parlemen. Ketergantungan kabinet pada mosi
legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebagai satu ciri utama
dari sistem parlementer. Sedangkan dalam siste presidensial,
kabinet tidak tergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak
dapat dijatuhkan setiap saat.

Kedua, pemilihan kepada pemerintahan oleh rakyat dapat

dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung.

Demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat

pemerintahan oleh rakyat, tetapi argument bahwa kepala
pemerintahan yang merupakan pemegang jabatan yang paling

2 Arend Lijphart (penyadur), 1995, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial,
Rajawali Press, Jakarta, him. 14-17. LIhat juga Ni’'matul Huda, 2014, limu Negara, Op. Cit, him.
255
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penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi, harus
dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang
tinggi.

Ketiga, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang
dibatasi  perlindungan kebebasan individu atas tirani
pemerintah.

Selain adanya beberapa kelebihan dari sistem presidensial,
sistem ini juga mengandung tiga macam kekurangan. Kekurangan
sistem presidensial ialah:*

Pertama, kemandegan atau konflik eksekutif legislatif yang
bisa berubah menjadi jalan buntu dan kebutuan adalah akibat
dari koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan
oleh  pemerintahan presidensial dan yang mungkin
bertentangan.

Kedua, adalah kekauan temporal. Masa kabatan presiden yang
pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku
dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan
kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang
dikehendaki oleh keadaan.

Ketiga, sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang
menguasai semua yang cenderung membuat politik demokrasi
sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.
Dalam pemilihan presiden hanya seorang calon dan satu partai
yang bakal menang dan orang lain akan kalah. Selain itu
konsentrasi kekuasaan di tangan presiden memberinya sangat
sedikit insentif untuk membentuk koalisi atau sistem
pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengambil bagian
dalam negosiasi dengan pihak oposisi yang mungkin
diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat
memecah belah.

b. Sistem Pemerintahan Parlementer
Di dalam sistem parlementer ada hubungan yang erat antara
fbadan eksekutif dengan badan legislatif atau parlemen atau badan
perwakilan rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan

kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri.*!

% Ibid, hlm. 18-22, lihat juga Ni’matul Huda, Op. Cit, him. 256
%1 Soehino, Op. Cit, him. 2507
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Kabinet ini dipimpin oleh seorang perdana menteri, Yyang
mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya terutama dalam lapangan
pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat.

Pertanggungjawaban ini tidak berarti bahwa badan eksekutif
harus mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh badan perwakilan
rakyat saja, dan menjalankan apa yang menjadi kemauan daripada
badan perwakilan rakyat, tetapi kabinet masih mempunyai kebebasan
dalam menentukan kebijaksanaannya terutama mengenai langkah-
langkah pemerintahannya. Jika badan perwkailan tidak membenarkan
kebijaksanaan yang dilakukan oleh badan eksekutif, maka badan
perwakilan dapat menyatakan tidak menarih kepercayaan lagi kepada
badan eksekutif. Pernyataan tidak menaruh kepercayaan itu lazim
disebut “mosi tidak percaya atau usul tidak percaya”. Akibat daripada
mosi tidak percaya badan legislatif, maka badan eksekutif harus
mengundurkan diri. Pertanggungjawaban ini dapat secara perseorangan
atau dapat juga bersama-sama untuk menteri-menteri seluruhnya.
Inilah yang disebut sebagai krisis kabinet.

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa kelebihan
dan kelemahan. Secara umum dipahami bahwa kelebihan sistem
presidensial menjadi kelemahan sistem parlementer, begitu pun
sebaliknya kekurangan sistem presidensial menjadi kelebihan sistem
parlementer. Kekurangan sistem parlementer sedikitnya ada tiga

macam:>?

%2 Ni’matul Huda, 2014, Op. Cit, him. 262
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Pertama, kalau dalam sistem presidensial dipandang identik
dengan stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan
yang pasti, di dalam sistem parlementer sering diidentikan
dengan instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan
kabinet pada mosi tidak percaya legislatif.

Kedua, pemilihan kepada eksekutif tidak dilakukan langsung
oleh rakyat, tetapi oleh partai politik. Meskipun dalam
praktiknya banyak sistem parlementer menentukan fungsi yang
sejajar dengan pemilihan perdana menteri oleh rakyat, hal ini
terutama terjadi dalam sistem dua partai dimana pilihan
terhadap partai yang berkuasa juga berarti pilihan terhadap
pemimpin partai itu untuk menjadi perdana menteri.

Ketiga, tidak adanya pemisahan secara tegas antara legislatif
dan eksekutif. Hal ini dipandang dapat membahayakan
kebebasan individu.

Selain adanya kelemahan, sistem parlementer juga memiliki
beberapa kelebihan dibanding dengan sistem presidensial.
Kelebihannya:®

Pertama, apabila dalam sistem presidensial selalu ada ancaman
kemandegan hubungan antara eksekutif dan legislatif, maka
dalam sistem parlementer ancaman itu selalu menemukan jalan
keluarnya karena parlemen dapat membuat mosi terhadap
eksekutif.

Kedua, sistem parlementer dipandang lebih fleksibel karena
tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Hal ini semata-
mata ditentukan oleh parlemen apakah seseorang masih terus
berkuasa atau tidak. Sepanjang parlemen masih memberikan
dukungan terhadap eksekutif, maka eksekutif dapat terus
bekerja, namun sebaliknya apabila parlemen sudah tidak
memberikan dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini
memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti
pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan
eksekutif yang serius menuntut kepemimpinan baru, sedangkan
stabilitas eksekutif dalam sistem presidensial dapat berarti
kekakuan yang berbahaya.

Ketiga, lebih demokratis, karena kabinet yang dibentuk adalah
koalisi dari berbagai partai yang ada diparlemen. Sementara
dalam sistem presidensial dasar aturannya pemenang

* 1bid, him. 263



30

menguasai semuanya cenderung membuat politik demokrasi
sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.

c. Sistem Pemerintahan Campuran/Referendum

Di dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif
disebut Bundesrat yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian
daripada badan legislatif yang disebut Bundesversammlung.
Bundesversammlung ini terdri dari Nationalrat dan Standerat.
Nationalrat merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan
Standerat merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yang
disebut kanton. Dengan demikian, Bundesrat tidak dapat dibubarkan
oleh Bundesversammlung. Lagipula yang dimaksud di dalam sistem ini
adalah bahwa Bundesrat itu semata-mata hanya menjadi badan
pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan
Bundesversammlung dan untuk ini diantara anggota-anggota
Bundesversammlung itu ditunjuk tujuh orang, yang kemudian ketujuh
orang ini merupakan suatu badan yang bertugas melaksanakan secara
administratif keputusan-keputusan daripada Bundesversammlung. Jadi
anggota-anggota Bundesrat itu diambil dari sebagian anggota-anggota
Bundesversammlung.®

Untuk mengadakan kontrol terhadap badan perwakilan
diadakan lembaga yang disebut referendum, yaitu suatu pemungutan
suara secara langsung oleh rakyat yang berhak mengeluarkan suara

untuk menentukan tentang pendapat rakyat. Jadi di Swiss ada kontrol

% Soehino, Op. Cit, him. 255
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secara langsung dari rakyat, yang mengontrol tindakan-tindakan atau

keputusan-keputusan dari Bundesversammlung. Referendum di Swiss

ada dua macam, yaitu:®

1) Referendum wajib (referendum obligatoir). Ini adalah referensum
yang menentukan berlaku atau tidaknya sesuatu undang-undang
atau sesuatu peraturan

2) Referendum yang tidak wajib (referendum fakultatif). Ini adalah
pemungutan suara yang dapat dituntut oleh rakyat, untuk
menentukan apakah suatu undang-undang yang telah berlaku itu
akan boleh terus berlaku atau tidak, atau perlu diadakan perubahan-

perubahan ataukah tidak.

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-
undangan yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut
pandang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang
dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.
Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum

untuk masalah yang dihadapi.®

35 H
Ibid
% peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group,
Jakarta, him. 177
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2. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah pengaturan hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:*’

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat
mengikat, yakni:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri
dari :

1) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan hak
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dari Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

%7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Pengantar
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13
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2) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian,
jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1) Kamus hukum;

2) Kamus Inggris-Indonesia

3) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4) Ensiklopedi

4. Analisis Data
Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan
diolah berdasarkan kualitas kebenaran dari data yang bersangkutan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan

dasar dalam pengambilan kesimpulan.



BAB Il

KONSTITUSI DALAM NEGARA DEMOKRASI

A. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan
proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Jauh sebelum
pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi
di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah
Muhammad saw telah lahir konstitusi tertulis yang pertama, yang kemudian di
kenal dengan Konstitusi Madinah atau ada juga yang menyebut sebagai Piagam
Madinah."

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dan umat Islam
selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan
Muhammad saw. sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan
politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi komunitas yang
bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang
sebelumnya disebut Yasrib.

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw. membuat
suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang
dihuni oleh beberapa macam golongan. la memandang perlu meletakkan aturan

pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di

! Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Ull Press,
Yogyakarta, him. 1.
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antara seluruh penghuninya.? Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah
itu, Muhammad saw, berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup
semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia
"mempersaudarakan” antara para Muslim pendatang dan Muslim Madinah.
Persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi demikian mendalam sampai ke tingkat saling mewarisi.® Kemudian
diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan
yang ada di Madinah, baik di antara golongan-golongan Islam, maupun dengan
golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan antara golongan
Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian dengan golongan-golongan Yahudi itu,
secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut Shahifah. Kesatuan
hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad saw. sendiri, dan
menjadi negara berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad
saw. bukan saja hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai

sifat Kepala Negara.*

2 Muhammad Jamal al-Din Surur, 1997, Qiyam al-Dawlah al-Arabiyyah al-Islamiyyah fi
Hayati Muhammad SAW, Dar al-Fikr al-Arabiy, Al-Qahirah, him. 95. Dikutip kembali oleh Ahmad
Sukardja, 1995, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Ul Press, Jakarta, him. 2,
Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin,
Musyrikin, dan Yahudi. Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin
adalah pendatang yang hijrah dari Mekah. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang telah masuk
Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Kabilah
'‘Aws dan Khazraj merupakan unsur utama golongan Anshar yang masing-masing terdiri dari
kelompok-kelompok suku yang banyak. Golongan musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih
menyembah berhala (paganisme). Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan
keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan tiring Yahudi pendatang. Tiga
kelompok besar keturunan Yahudi pendatang adalah Dam Nadir, Banu Qaynuga, dan Banu
Qurayzhah.

¥ Ahmad al-Ainiyy, 1972, Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, Musthafa al-Babi al
Halabi wa Auladuh, Cetakan Pertama, Juz 1, Mishr, him. 190. Lihat dalam Ahmad Sukardja, Ibid,
him. 36.

* Harun Nasution, 1985, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Cetakan kelima, Penerbit
Universitas Indonesia, Jakarta, him. 92.
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Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah
politik yang dibuat Muhammad saw. itu dengan nama yang bermacam-macam.
W. Montgomery Watt menamainya "The Constitution of Medina",® R.A.
Nicholson “charter",® Majid Khadduri “treaty”, Philip K. Hitti "agreement”,
Zainal Abidin Ahmad "piagam".” Sedangkan "Al-shahifah"? adalah nama yang
disebut dalam naskah itu sendiri. Menurut Ahmad Sukardja kata shahifah
semakna dengan charter dan piagam, dimana kata charter dan piagam lebih
menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.

Ditetapkannya piagam politik tersebutmerupakan salah satu siasat Rasul
sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup
berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan
kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan
kesatuan hidup, dan lain-lain Berdasarkan isi Piagam Madinah itulah warga
Madinah yang majemuk, secara politis dibina di bawah pimpinan Muhammad
saw.

Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan
non muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui. W.
Montgomery Watt menyatakan, bahwa "dokumen ini secara umum diakui
autentik.” la menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang

mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.’

> W. Montgomery Watt, 1964, Muhammad: Propet and Stateman, Oxford University
Press, New York, him. 93.

®R.A. Nicholson, 1964, A Literary History of The Arabs, Coambridge University Press,
New York, him. 173.

" Ahmad Sukardja, Loc. Cit.

¥ Ibn Hisyam, t.t., Sirah al-Nabiyy, Dar lhya al-Turas al-‘4rabiyy, Jilid Il, Beirut, him.
147-148.

® Ahmad Sukardja, Op. Cit., him. 35.
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Adapun tentang waktu pembuatan dokumen tersebut, Montgomery Watt
memberi informasi bahwa Welhausen berpendapat sebelum perang Badr.
Demikian pula Caetani. Hubert Grimme mengatakan sesudah perang Badr.
Watt menguatkan pendapat pertama. la mengutip pendapat Welhausen bahwa
dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam Ummah adalah argumen penting
untuk menentukan dokumen itu dibuat sebelum Badr.°

Apakah Shahifah telah memenuhi syarat untuk disebut konstitusi,
Marduke Pickthal, H.A.R Gibb, Wensinck, dan Watt, menyebut Shahifah
sebagai konstitusi.** Namun, masih perlu diuji lebih jauh apakah Shahifah
memenuhi syarat untuk sebuah konstitusi.

Oleh sebagian sarjana politik istilah konstitusi diartikan sama dengan
undang-undang dasar. Tetapi kepustakaan Belanda membedakan pengertian
konstitusi (constitution) dan undang-undang dasar (grondwet). Konstitusi
adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang
dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Walaupun demikian, tidak
ada konstitusi yang memasukkan semua peraturan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Karena konstitusi, merupakan
dokumen yang hanya memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat
fundamental. Artinya, ia hanya mengandung hal-hal yang bersifat pokok,
mendasar atau asas-asasnya saja. Jadi, tidak semua masalah yang dianggap
penting bagi negara dimasukkan ke dalam konstitusi atau undang-undang dasar.

Karena itu, C.F. Strong mengemukakan bahwa "tidak ada konstitusi yang

0. Montgomery Watt, Muhammad at ..., Ibid.
113, Suyuthi Pulungan, 1994, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah
Ditinjau dari Pandangan A!-Quran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 115.
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seluruhnya tidak tertulis; demikian pula tidak ada konstitusi yang seluruhnya
tertulis."* Sifat dan karakteristik konstitusi yang demikian, agar ia tidak selalu
diubah karena perkembangan zaman dan masyarakat. Jadi, cukuplah hal-hal
yang bersifat fundamental dan universal saja yang dimasukkan ke dalam
konstitusi.

Konstitusi, menurut Miriam Budiardjo adalah suatu piagam yang
menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu
bangsa.”® Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan
kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan
ideologi negara, masalah ekonomi, dan sebagainya. Namun mengenai unsur
ketetapannya tidak ada kesepakatan di kalangan para ahli.

Dari berbagai keberangan tentang pengertian konstitusi dan unsur-unsur
atau ciri-ciri yang dikemukakan di atas, maka suatu konstitusi adalah himpunan
peraturan-peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam
suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara,
dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak-
hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah di bidang-bidang sosial, politik,
ekonomi, agama, dan budaya, cita-cita dan ideologi negara dan sebagainya.

Berdasarkan konklusi itu, maka harus diakui bahwa Piagam Madinah
tidak dapat memenuhinya secara paripurna. Sebab didalamnya tidak ditemui
penjelasan tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Tetapi ia menetapkan adanya pemegang hukum tertinggi. Namun

12 C.F. Strong, 1963, Modern Political Constitution, Sidgwick and Jackson Ltd., London,
him. 66-67.
3 Miriam Budiardjo, 1989, Dasar-dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta, him. 107.
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demikian, ia dapat disebut konstitusi, karena ciri-ciri lain dapat ia penuhi, yaitu
ia dalam bentuk tertulis; menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat
Madinah sebagai suatu umat, adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh
Nabi; dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat
fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah,
mengakui hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka.
Sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah ia
bercita-cita mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu
umat dan hidup berdampingan secara damai sebagai satu umat yang bermoral,
menjunjung tinggi hukum dan keadilan atas dasar iman dan takwa.**
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam Madinah dapat
dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Dari sudut
tinjauan modern ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun
masyarakat yang majemuk. Dalam kaitan ini Nurcholish Madjid menyatakan:*®
"Bunyi naskah Konstitusi itu sangat menarik. la memuat pokok-pokok
pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam
konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang Kini
menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak
setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya,
kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan

adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan
bersama menghadapi musuh dari luar.”

13, Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip..., Op. Cit, hlm. 117. Jimly Assshiddigie
sependapat dengan Montgomery Watt ataupun Zainal Abidin Ahmad bahwa Piagam Madinah
fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan
piagam itu tepat disebut sebagai konstitusi. Lihat dalam Jimly Asshiddigie, 2004, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi Rl dan Pusat Studi
HTN Fakultas Hukum Ul, Jakarta, him. 14.

> Nurcholish Madjid, 1983, "Cita-cita Politik Kita", dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal
(editor), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Leppenas. Jakarta, him. 11.
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Oleh karena itu, Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibuat
untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu
umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama, merupakan
contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang
bercorak majemuk. Ide-ide dalam ketetapan-ketetapan Piagam Madinah tetap
mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat
internasional dewasa ini, dan telah menjadi pandangan hidup modern berbagai
negara di dunia. Hal ini dapat dibandingkan dengan isi berbagai piagam,
konstitusi, dan deklarasi hak-hak asasi manusia yang lahir puluhan abad
kemudian sesudah lahirnya Konstitusi Madinah.®

Menurut kacamata Barat, konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan
politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah
Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam
kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 S.M.) Athena
pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri

berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara.

16 Seperti Magna Charta (Piagam Agung, 1215) yang dibuat oleh Raja John dari Inggris
yang memberikan hak kepada beberapa bangsawan bawahannya dan membatasi kekuasaan Raja
John atas permintaan mereka; Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1689) yang diterima oleh
Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James Il dalam suatu
revolusi tak berdarah tahun 1688; Declaration des droits de I'homme et du Craven (Pernyataan hak-
hak manusia dari warga negara, 1789) yang disusun oleh rakyat Amerika; The Four Freedom
(Empat Kebebasan), yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama,
kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan yang dirumuskan oleh Presiden Amerika
Serikat, Franklin D Roosevelt; Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang juga memuat
hak-hak asasi; Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, 1948) oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (lebih lanjut lihat Miriam Budiardjo, Dasar-dasar.., Op. Cit., him. 120-
137); Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Bangsa Aljazair, 4 Juli 1976; dan Deklarasi Islam
Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (lihat lebih lanjut Harun Nasution dan Bachtiar Effendy
(penyunting), 1987, Hak-hak Asasi manusia Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, him. 151-167).
Lihat juga dalam J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip..., Op.Cit., him. 123.
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Pemahaman awal tentang '"konstitusi” pada masa itu, hanyalah
merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.
Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian “constitutionnes”
memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan
yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di dalamnya
pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat
kebiasaan setempat, di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai
pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, dimana konsep tentang
kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para Kaisar Roma, telah menjelma
dalam bentuk "L'Etat General” di Perancis, bahkan kegandrungan orang
Romawi akan "ordo et unitas" telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya
faham: "Demokrasi Perwakilan” dan "Nasionalisme'. Dua paham inilah
merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.*’

Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser ke
arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah
dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya
keyakinan bahwa setiap orang harus mengabdi pada salah satu tuan tanahnya.
Sehingga raja yang semestinya mempunyai status lebih tinggi dari pada tuan
tanah, menjadi tidak mendapat tempat.*®

Di Eropa Kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan

yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme, khususnya di Perancis,

" C.F. Strong, Modern ......, Op. Cit., him. 20.
8 periksa dalam Koerniatmarto  Soetoprawiro, Konstitusi:  Pengertian  dan
Perkembangannya", Pro Justitia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, him. 23.
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Rusia, Prusia, dan Austria pada abad 15. Gejala ini dimahkotai oleh ucapan
"L'Etat C'est moi*-nya Louis X1V (1638-1715) dari Perancis.

Lain halnya dengan di Inggris, kaum bangsawanlah yang mendapat
kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai dengan pecahnya
"The Glorious Revolution” (1688). Kemenangan kaum bangsawan dalam
revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris, serta
munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 negara
koloni Inggris mengeluarkan "Declarations of Independence™ dan menetapkan
konstitusi-konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat yaitu tepatnya
pada tahun 1776. Deklarasi ini merupakan bentuk konkritisasi dari berbagai
teori perjanjian.

Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi dalam
Monarchi Absolutisme di Perancis yang ditandai dengan ketegangan-
ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
Sampai pada akhirnya, 20 Juni 1789 "Estats Generaux" memproklamirkan
dirinya "Constituante”, walaupun baru pada tanggal 14 September 1791
konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI: Sejak itu, sebagian besar
dari negara-negara di dunia, baik monarchi maupun republik, negara kesatuan
maupun federal, sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi.*®

Di Perancis muncul sebuah buku yang berjudul "Du Contract Social
karya J.J. Rousseau. Dalam buku ini Rousseau mengatakan "manusia itu lahir

bebas dan sederajat dalam hak-haknya”, sedangkan hukum merupakan ekspresi

¥ G.J. Wolhoff, 1960, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun
Mas, Jakarta, him. 26.
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dari kehendak umum (rakyat). Tesis Rousseau ini sangat menjiwai "De
Declaration des Droit de I'Homme et du Citoyen", karena deklarasi inilah yang
mengilhami  pembentukan Konstitusi Perancis (1791) khususnya yang
menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkritisasi
konstitusi dalam arti tertulis (modern) seperti yang ada di Amerika.

Konstitusi model Amerika (yang tertulis) ini kemudian diikuti oleh
berbagai konstitusi tertulis di berbagai negara di Eropa. Seperti konstitusi
Spanyol (1812), konstitusi di Norwegia (1814), konstitusi di Nederland (1815),
konstitusi di Belgia (1831), konstitusi di Italia (1848), konstitusi di Austria
(1861), dan konstitusi di Swedia (1866). Sampai pada abad XIX, tinggal
Inggris, Hongaria dan Rusia yang belum mempunyai konstitusi secara tertulis.?
Tapi perlu diingat bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum
dasar yang penting.

Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang
mempunyai arti penring atau sering disebut dengan "Konstitusi Modern", baru
muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya "Sistem Demokrasi
Perwakilan dan Konsep Nasionalisme". Demokrasi Perwakilan muncul sebagai
pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran Lembaga Legislatif. Lembaga ini
diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi
dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (yang
tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja, sekaligus

terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat.

20 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi..., Op. Cit., him. 26.
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Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia | tahun 1914 telah banyak
memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme yaitu dengan jalan
menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-
negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme.
Upaya itu dikonkretkan dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa untuk
perdamaian dunia. Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan
konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1917), diikuti
meletusnya fasisme di Italia, pemberontakan Nazi di Jerman, sampai pada
akhirnya meletus Perang Dunia I1.%

Pengaruh Perang Dunia Il terhadap konstitusionalisme politik jauh lebih
parah dibandingkan pada masa Perang Dunia I. Sebab kemenangan dari
bangsa-bangsa yang berserikat terhadap kekuatan tirani saat itu. Berarti Perang
Dunia Il telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada bangsa-bangsa
untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan
internasional melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai
perdamaian dunia yang permanen Akankah kesempatan ketiga memberikan
pekerjaan baru kepada bangsa-bangsa untuk merekonstruksi model negara
konstitusionalisme baru pada era post-modernisme? Konstitusi modern
diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia
serta faham welfare state, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis

konstitusional. Sebagaimana disinyalir oleh Strong bahwa tujuan pokok dari

2L C. F. Strong, Modern Political..., Op. Cit., him. 53-55.
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konstitusi modern adalah: "to secure social peace and progress, safeguard

individual rights and promote national well-being".

B. Materi Muatan Konstitusi

Hencvan Maarseveen dan Gervander Tang dalam sebuah studinya
terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku dengan
judul “Written Constitution”, antara lain mengatakan bahwa : (1) Constitution
as means of forming the state’s own political and legal system; (2) Constitution
as a national document dan as a birth certificate dan bahkan as a sign of
adulthood and independence.?

Kedua ahli hukum tata negara Belanda di atas mengatakan, bahwa
selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk
sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut
A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar (grondwet) sebagai konstitusi tertulis
merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :*3
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu
sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa hendak dipimpin.

22 Sri Soemantri M., 1996, “Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan™, dikutip dari
Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3, him. 4.
23 Sri Soemantri M., Prosedur ..., Op. Cit., him. 2.
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Apabila masing-masing materi muatan tersebut kita kaji, maka Kkita
dapat menarik kesimpulan, bahwa di samping sebagai dokumen nasional dan
tanda kedewasan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat
yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan.

Dalam kaitan ini, Wheare mengemukakan adanya dua pendapat yang
berbeda satu sama lain. Pertama, ada yang menganggap bahwa konstitusi
semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan
hukum saja, tidak lebih dari itu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa
konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum akan tetapi berisi pernyataan
tentang keyakinan, prinsip-prinsip dan cita-cita.

Lebih lanjut Wheare mengemukakan tentang apa yang seharusnya
menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu "the very minimum, and that minimum to
be rule of law”.** Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang pokok dari
suatu konstitusi. la mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari
bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat
mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-
undang dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam
konstitusi dari mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang suatu
undang-undang dasar, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka
yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-
undang dasar tersebut.

Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri

dalam disertasinya, menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya

* K.C. Wheare, Modern..., Op. Cit., him. 33-34.
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menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal
pokok, yaitu:?® Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan
warga negaranya; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara
yang bersifat fundamental; Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dengan demikian, apa yang
diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok
tersebut.

Apabila pendapat Steenbeek di atas kita perbandingkan dengan Strong,
secara umum dapat dikatakan, bahwa antara keduanya tidak terdapat perbedaan
yang mendasar. Dan apabila perumusan konstitusi, baik dari pakar ilmu politik
Inggris dan pakar ilmu hukum tata negara Kita kaji, apa yang dikemukakan
pada hakikatnya mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang dasar memuat
ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal
dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah
pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.

2. Hak-hak asasi manusia

3. Prosedur mengubah undang-undang dasar

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-

undang dasar.

2> Sri Soemantri M., Prosedur.., Op.Cit., HIm. 51.
?® Miriam Budiardjo, Dasar-dasar..., Op, Cit., him. 101.
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Apabila kita bandingkan pendapat Steenbeek dengan pendapat Miriam
Budiardjo, maka pendapat Miriam lebih luas cakupannya, yakni menyangkut
perubahan undang-undang dasar.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian,
karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi
sebagaimana mestinya. 'Constitutions’ menurut Ivo D. Duchacek, "identify the

sources, purposes; uses and restraints of public power"*’

(mengidentifikasikan
sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan
kekuasaan umum). Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya
dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula,
konstitusionalisme seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai
"an institutionalised system of effective, regularised restraints upon
governmental action” (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut
pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan).
Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap

konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap

kekuasaan pemerintahan.

C. Supremasi Konstitusi
Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada
undang-undang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya, tidak

semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk

" Ivo D. Duchacek, “Constitution/Constitutionalism” dalam Bogdanor, Vernon (ed.),
1987, Blackwell’s Encyclopedia of Political Science, Blackwell, Oxford, him. 142. Yang dikutip
kembali oleh Jimly Asshiddigie dalam, Konstitusi dan ... ..., Op. Cit., him. 17.
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perubahan atau amandemennya daripada undang-undang biasa. Dalam hal
demikian prosedur pembuatan, penyempurnaan, dan perubahan undang-undang
dasar adalah sama dengan prosedur pembuatan undang-undang. Jika pengertian
ini diterapkan kepada konstitusi dalam arti luas, maka ini berarti konstitusi
dalam bentuk apa pun (undang-undang dasar, undang-undang, kebiasaan,
konvensi) dapat diubah dengan cara yang sama seperti pembuatan undang-
undang biasa. Lord Bryce memberi nama flexible constitution kepada konstitusi
yang dibuat dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang dan
rigid constitution kepada konstitusi yang memerlukan persyaratan lebih berat
dalam prosedur perubahan.?®

Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang-undang
dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, yang terbukti dari
cara mengubahnya memerlukan prosedur yang lebih berat daripada pembuatan
undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan, dengan
menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada semacam
jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar
konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan.
Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan
pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan
baik maka perubahan pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan

prosedur yang khusus atau istimewa.”®

%8 James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, yang dikutip kembali oleh K.C.
Wheare, dalam Modem Constitutions ..., Op.Cit., him. 63-64.
% bid., him. 67.
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Memang pembuatan undang-undang dasar didorong oleh kesadaran
politik yang tinggi mengenai keperluan pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan negara sebaik mungkin. Baik sebagai kaidah hukum maupun
sebagai pernyataan prinsip-prinsip dan cita-cita, UUD sebagaimana juga hukum
perundang-undangan lainnya, adalah the resultan of a paralellogram of forces-
political, economic, and social Which operate at the time of its adoption.
Perbedaan pandangan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi
pembentukan UUD, tidak akan terlepas dari perbedaan latar belakang sejarah,
kebudayaan serta keyakinan yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut
Menurut Bryce,*® motif politik yang menonjol dalam penyusunan undang-
undang dasar adalah:

1. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan
tingkah laku penguasa.

2. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam
rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-
wenang dari penguasa di masa depan.

3. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau
mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen
dan yang dapat dipahami oleh warga negara.

4. Hasrat dari masyarakat-masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi
bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu berkeinginan tetap

mempertahankan hak serta kepentingan sendiri-sendiri.

% Ibid., him. 88. Lihat juga dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2005,
Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, him. 65.
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Atas dasar hal-hal yang dikemukakan oleh Bryce di atas, dapat
disimpulkan bahwa undang-undang dasar dibuat secara sadar sebagai perangkat
kaidah fundamental yang mempunyai nilai politik tinggi dari jenis kaidah lain
karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan negara. Dengan asumsi ini
maka bagian-bagian lain dari tata hukum harus sesuai atau tidak berlawanan
dengan undang-undang dasar.

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau
konstitusi, Kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam
hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional.
Undang-Undang Dasar merupakan fundamental law. Untuk itu Hans Kelsen
menunjuk hak menguiji sebagai mekanisme "guarantees of the constitution."*
Jadi dapat dikatakan bahwa hak menguji merupakan konsekuensi dari
konstitusi tertulis, atau yang oleh Kelsen disebut konstitusi dalam arti formal,
atau konstitusi dalam arti sempit.*?

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional
lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan
perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah
lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang
ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan

perbuatan administrasi negara), yaitu:>* (a) Pengujian oleh badan peradilan

1 Hans Kelsen, 1973, General Theory of law and State, Translate by Anders Wedberg,
Russell & Russell, New York, him. 124.

%2 K.C. Wheare, Modern...., Op. Cit., him. 2.

%% Bagir Manan, 1995, Empat Tulisan tentang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukum
Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, Bandung, him. 3.
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(Judicial review); (b) Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political
review), dan (c) Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara
(administrative review).

Cappeletti, >

membedakan dua sistem pengawasan yang lazim
dilakukan, yaitu pengawasan secara yudisial (judicial review) maupun
pengawasan secara politik (political review). Pengawasan secara yudisial
artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial.
Sedangkan pengawasan secara politik artinya pengawasan yang dilakukan oleh
badan-badan non yudisial (lazimnya adalah badan politik). Baik pengawasan
(secara) politik atau pun pengawasan (secara) yudisial dilakukan dengan cara
menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan
perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada
(existing) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak
dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau ketentuan-ketentuan
lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan
pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam
kepustakaan kita disebut sebagai "hak menguji" (toetsingsrecht).

Istilah "hak menguji" berbeda dengan "judicial review". Kalau Kita
berbicara mengenai "hak menguji”, maka orientasinya ialah ke kontinental

Eropa (Belanda), sedangkan "judicial review" orientasinya ialah ke Amerika

Serikat. Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangan selanjutnya

% Mauro Cappelleti, 1979, Judicial Review in the Contemporary World, the Bobbs-Merril
Company Inc., him. 19-20.
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apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem civil
law berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law.
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan
kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Brewer- Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari
pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai

dengan hukum tertinggi. Tepatnya dikatakan: "...the same inherent duty of

courts to ensure that each legal action conforms to a superior law".®

Menurut Maurice Duverger, judicial control adalah penting agar
undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari
undang-undang dasar atau konstitusi. Undang undang dasar akan kehilangan
asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama
sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga
kehormatan hukum tersebut Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan
eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.*

Di beberapa negara yang menganut sistem civil law kewenangan ini
hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan
Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara
pengujian dilakukan hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem tersebut

dikenal dengan nama sistem “sentralisasi”, sedangkan metode pengujiannya

disebut "principaliter".

% Alan R. Brewer-Cariras, 1989, Judicial Review in Comparation Law, Cambrige
University Press, him. 84. Dikutip kembali oleh Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan
Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, him. 175.

% Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, him. 271.
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Di beberapa negara lainnya yang menganut sistem common law, judicial
review diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah
peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa
bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat
dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkret maka
sistem ini disebut sistem "desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut
"incidenter”. Atas putusan hakim rendahan dapat dimintakan banding sampai
ke Pengadilan Tertinggi di negara tersebut (Mahkamah Agung-Supreme
Court).*’

Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang kuat
dalam negara yang mempunyai undang-undang dasar sebagai satu kumpulan
kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah-kaidah
lain. Dalam negara serikat pengujian konstitusional mempunyai arti tambahan
yang penting dilihat dari segi keperluan menjamin hak negara bagian Dalam
rangka gagasan trias politika dengan sistem checks and balances pengujian
konstitusional mempunyai arti lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga
peradilan sebagai jabatan yang bebas dari pengaruh jabatan eksekutif dan
legislatif. Secara umum dengan pengujian konstitusional ini jabatan peradilan
dapat membatasi atau mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan jabatan
eksekutif atas dasar konstitusi. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka
menjamin hak asasi dan kebebasan dasar warga negara serta dalam mencegah

terjadinya perbuatan sewenang-wenang penguasa.

% Eddy Djunaedi, "Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan",
Ulasan Hukum dalam Varia Peradilan No. 172, Januari, 2000, him. 102-103.



55

Berbicara tentang judicial review tidak bisa dilepaskan dari kajian
terhadap kasus yang sangat terkenal dalam hukum Amerika, yaitu "Marbury
versus Madison™ (1803), yang mengorbitkan nama John Marshall, Ketua
Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus ini untuk pertama kalinya
Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-undang Federal sebagai
inconstitutional. Statement ini erat hubungannya dengan peranan dan
keberanian John Marshall dalam memutus kasus tersebut, dengan
menyatakan:*®

"It is one of the purposes of Written constitution to define and limit the
powers of the legislature. The legislature cannot be permittes to pass
statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior
law. A court avoid choosing between the Constitution and a conflicting
statute when both are relevant to a case which the court is asked to
decide. Since the Constitution is paramount law, judges have no choice
but to prefer if to refuse to give effect to the latter."

Dalam kasus tersebut John Marshall mengemukakan bahwa terdapat
dua alternatif yang harus dipilih, yaitu:®

"The constitution is either a superior, paramount law unchangeable by
ordinary means, or it is an level with ordinary legislative acts, and, like
other acts, is alterable When the legislature shall please to alter if. If
the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary
to the constitution is not law if the letter part be true, then written
constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a
power in its own nature illimitable."”

(Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi yang tidak dapat diubah
oleh badan legislatif dengan cara mengubah undang-undang biasa. Jika
alternatif pertama yang diterima maka hams disimpulkan bahwa setiap
produk legislatif yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal.
Tetapi, jika yang kedua dipilih maka konstitusi tertulis yang dibuat

% Robert K. Carr cs, 1942, The Supreme Court and Judicial Review, Holt, Rinehart and
Winston, New York, him. 481. Lihat dalam Sri Soemantri M., Hak Menguji..., Op.Cit., him.53-54.

% Gerald Gunther, 1980, Constitution Law, Cases and Materials, 10th edition, The
Foundation Press, Inc. Mineola, New York, him. 9. Lihat juga dalam Archibald Cox, 1979, The
Role of The Supreme in American Government, Oxford University Press, him. 13.
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untuk membatasi kekuasaan yang secara alamiah tidak terbatas, adalah
sia-sia.)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak menguji merupakan
pranata yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar (fundamental law) dan
hukum derajat tinggi (supreme law).*° Dari sudut pandang ini, dasar tujuan dari
hak menguji adalah melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan
yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan

eksekutif. *

Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk
mempertahankan "supremacy of the constitution.” Jadi hak menguji hanya
relevan jika dipenuhi dua syarat: pertama, harus terdapat konstitusi tertulis yang
dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi.
Kedua, konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau yang hanya dapat diubah

melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang-

undang.*

. Perubahan Konstitusi

UUD vyang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas
dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan itu
bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum (verfassung

anderung). Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (democratische

0 Oleh karena UUD menduduki tempat tertinggi dalam hokum nasional, sebab itu

merupakan landasan bagi sistem hokum nasional, maka Hans Kelsen menunjuk hak menguji
sebagai mekanisme "guarantees of the constitution." Hans Kelsen, General Theory ...,Loc. Cit.,
him, 124.

* Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, 1986, Perkembangan Hak Menguiji Material

di Indonesia, Cita Bhakti Akademika, Bandung, him. 6.

*2 Allan R Brewer-Carias, Judicial Review in ..., Op. Cit., him. 1.
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rechtsstaat) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum
(constitutional democracy) yang dicita-citakan oleh para pendiri republik kita.
Di luar itu, namanya bukan ‘rechtsstaat’, melainkan ‘machtsstaat’ yang hanya
menjadikan pertimbangan ‘revolusi politik’ sebagai landasan pembenar yang
bersifat ‘post factum’ terhadap perubahan dan pemberlakuan suatu konstitusi.*®

Ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam perubahan UUD.
Menurut Bagir Manan,* perubahan UUD berhubungan dengan perumusan
kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Dalam hal ini,
terlepas dari beberapa kebutuhan mendesak, perlu kehati-hatian, baik mengenai
materi muatan maupun cara-cara perumusan. Memang benar, penataan kembali
UUD 1945 untuk menjamin pelaksanaan konstitusionalisme dan menampung
dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tapi, jangan
sekali-kali perubahan itu semata-mata dijadikan dasar dan tempat untuk
menampung berbagai realitas kekuatan politik yang berbeda dan sedang
bersaing dalam MPR. Juga hendaknya berhati-hati dengan cara-cara
merumuskan kaidah UUD. Selain harus mudah dipahami (zakelijk), juga
menghindari kompromi bahasa yang dapat menimbulkan multitafsir yang dapat
disalahgunakan di kemudian hari.

Sri Soemantri menegaskan, dalam mengubah UUD harus ditetapkan
dulu alasan dan tujuannya. Jika hal itu sudah disepakati, baru dapat dipikirkan

langkah selanjutnya berdasarkan alasan dan tujuan perubahan itu. Misalnya,

* Jimly Asshiddigie, 2001, “Konsolidasi Materi Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia”, Kuliah Perdana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 13 September 2001

* Bagir Manan, 1999, “Perubahan UUD 1945, Forum Keadilan, No. 30, 31 Oktober
1999, him. 45
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selama ini UUD terkesan terlalu berorientasi pada eksekutif. Karena itu,
ditentukanlah bahwa tujuan dari perubahan UUD adalah untuk membatasi
eksekutif. Kemudian apa yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan
eksekutif? Itu harus dipikirkan masak-masak. Misalnya, kontrol terhadap
eksekutif harus diperkuat. Itu berarti kedudukan legislatif mesti diperkuat. Jadi,
kita harus kembali pada alasan dan tujuan dari perubahan itu. Misalnya
tujuannya adalah mewujudkan negara demokrasi, maka kita harus berbicara
mengenai sistem pemerintahan.*

Dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc |1l (PAH) Badan Pekerja MPR masa
sidang 1999 sebelum sampai pada kesepakatan mengenai materi rancangan
perubahan UUD 1945, terlebih dahulu disepakati dua hal: kesepakatan untuk
langsung melakukan perubahan tanpa menetapkan UUD 1945 terlebih dahulu
dan kesepakatan dasar antarfraksi MPR dalam melakukan perubahan UUD.*
Fraksi-fraksi di MPR menyepakati bahwa perubahan UUD 1945 tidak
menyangkut dan mengganggu eksistensi negara, tetapi dimaksudkan untuk
memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih
demokratis, seperti disempurnakannya sistem checks and balances dan

disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Sebagai

** Wawancara Sri Soemantri di Forum Keadilan, No. 14, 8 Juli 2001

*® pada rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan oleh PAH 111 muncul dua
pendapat pakar hukum tata negara. Di satu pihak ada pendapat bahwa sebelum dilakukan perubahan
UUD 1945, terlebih dahulu UUD 1945 harus ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 3 UUD 1945.
Sedangkan pihak lain berpendapat tidak perlu menetapkan UUD 1945 tetapi langsung saja
melakukan perubahan UUD 1945 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Berdasarkan
masukan tersebut PAH 111 akhirnya menyepakati langsung melakukan perubahan UUD 1945 karena
UUD 1945 telah ditetapkan berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, perubahan
UUD 1945 dilakukan oleh MPR dengan mempergunakan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Lihat
dalam MPR RI, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, him.22-23
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konsekuensi logis dari kesepakatan itu, perubahan dilakukan terhadap pasal-
pasal, bukan terhadap Pembukaan UUD 1945.

Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, PAH | menyusun
kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar
itu terdiri dari lima butir, yaitu:*’

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan
dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

Setelah UUD 1945 hasil perubahan berjalan kurang lebih 5 tahun,
eksistensi UUD 1945 kembali dipersoalkan. Konstitusi seakan menjadi
“terdakwa” di tengah karut-marutnya kondisi bangsa. Berbagai ketimpangan
dan kelemahan desain yang selama ini dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan,
mulai bermunculan satu demi satu. Benturan kewenangan antar lembaga negara
tidak terelakkan, sebagai contoh, misalnya konflik antara Mahkamah Agung
(MA) dengan Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Persoalan lain, kemunculan berbagai
lembaga negara independen atau komisi-komisi negara independen yang akhir-
akhir ini marak, juga seringkali menimbulkan benturan kewenangan
(overlapping) diantara lembaga independen atau juga dengan lembaga lainnya,

misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan

4" Ibid., him. 25
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Kejaksaan, KPK dengan MA, KPK dengan Menteri Sekretaris Negara, dan
lain-lain, karena belum didesain secara jelas dalam ketatanegaraan kita.

Melihat fenomena karut-marutnya implementasi ketatanegaraan di
bawah UUD 1945 (Perubahan), setidaknya ada tiga kelompok masyarakat yang
berebut pengaruh mengenai eksistensi konstitusi. Kelompok pertama, boleh
disebut Komite Nasional Penyelamat Pancasila dan UUD 1945. Di dalam
Presidium Komisi Nasional itu terdapat nama KH Abdurrahman, Soetardjo
Soerjogoeritno, Amin Aryoso, Ridwan Saidi, dan Tyasno Sudarto yang
memimpin Gerakan Revolusi Nurani.*® Mereka menilai, diubahnya UUD 1945
menjadi UUD 2002 adalah bentuk intervensi asing yang menyebabkan
kehidupan kenegaraan mengarahkan pada individualisme, materialisme,
liberalisme sehingga menjauh dari masyarakat yang adil dan makmur. Mereka
menuntut supaya kembali saja ke naskah UUD 1945 asli* (sebelum perubahan)

bahkan kalau perlu dengan Dekrit.*°

* Budiman Tanu